EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SUMBER DAYA MANUASIA, PEMASARAN, DAN KEUANGAN  (STUDI KASUS PADA DESA DALUNG KECAMATAN KUTA UTARA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI) by Virra Indah Perdanawati, Luh Putu & Handayani, Ni Made Mulia
 
Jurnal Akses. Vol.11, No.2 Desember 2019                                                                            172  





EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI 
PERSPEKTIF SUMBER DAYA MANUASIA, PEMASARAN, 
DAN KEUANGAN  
(STUDI KASUS PADA DESA DALUNG KECAMATAN KUTA 
UTARA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI) 
 
Luh Putu Virra Indah Perdanawati1 , Ni Made Mulia Handayani2 
1Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ngurah Rai; email: virra.indah@unr.ac.id 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mengenai penggunaan dana desa ditinjau dari 
perspektif sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan pada Desa Dalung, Kecamatan Kuta 
Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Desa Dalung merupakan salah satu desa yang menerima 
Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar pada tahun 2019 untuk di wilayah Kecamatan Kuta Utara. 
Hasil dari penelitian ini adalah dalam bidang manajemen SDM responsivitas yang baik mampu 
berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap 
masyarakat, tugas pengelolaan Alokasi Dana. Dalam bidang manajemen keuangan, antara lain 
perencanaan Pengelolaan dana desa di berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala 
Desa dan Bendahara Daerah, pengelolaan dana desa di Desa Dalung sudah cukup baik semua 
digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bisa dinikmati langsung oleh 
rakyat, dan kendalanya adalah kualitas sumber daya manusia aparat desa dalam beberapa hal 
terbatasnya pembuatan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya di 
wilayahnya. Dalam bidang manajemen pemasaran, antara lain penentuan rencana pelayanan yang 
prima dalam segala hal, peningkatan keterampilan dan kreatifitas dalam bekerja, peningkatan 
kepekaan dan inovatif dalam setiap adanya pembaharuan bidang pendidikan, meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam pendidikan dan pembagian tugas pada masing-masing bagian unit 
pelaksana. 
 





1.1 Latar Belakang Masalah  
Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung 
dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya 
memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di 
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bidang pelayanan publik. Desa memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan 
apakah berbentuk biasa atau asli, masyarakat desa seharusnya memiliki otonomi 
dan integritas sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat 
mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang 
segala sektor di masyarakat.  
Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan antara tingkat 
pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan tingkat kabupaten 
dengan pemerintahan tingkat desa. Dana tersebut harus digunakan dan 
dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan 
yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  
 
II.TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Dana Desa 
Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan 
masyarakat, dan kemasyarakatan (Kementerian Keuangan, 2017).  
2.2 Penggunaan Dana Desa 
Secara umum dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan 
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 
mengamanatkan prioritas penggunaan Dana desa diarahkan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
2.3 Pengawasan Dana Desa 
Pengawasan dana desa menurut Laporan Kementerian Keuangan (2017:91), 
dilakukan oleh tiga kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan, 
Kementerian Dalam Negeri, dan  Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal. 
2.4 Efektivitas Penggunaan Dana Desa dari Perspektif Manajemen 
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Perspektif manajemen dalam penelitian ini diabtasi hanya dalam perspektif 
manajemen sumber daya manusia, pemasaran dan keuangan.Adapun indikator 
yang digunakan dalam pengukuran sumber daya manusia dalam perangkat desa 
menurut Pasolog(2010:13),antara lain produktivitas, kualitas pelayanan, 
responsivitas, responsibilitas,akuntabilitas.Perspektif pemasaran 
mempertimbangkan planning, organizing,leading dan controlling. Sedangkan 
perspektif keuangan penggunaan dana desa melihat indikator berupa tahap 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 
 
III.PEMBAHASAN 
3.1 Penggunaan Dana Desa Dalung Aspek Sumber Daya Manusia 
a. Produktivitas.  
Produktivitas merupakan efesiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah 
Desa Dalung dalam memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap masyarakat 
Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur 
sejauh mana kinerja Pemerintah Desa Dalung dalam pengelolaan alokasi dana 
desa. Produktivitas di Pemerintah Desa Dalung ini masih sangat rendah.Karena 
Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat 
memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat Desa 
Dalung. Padahal produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan sebagai 
alat untuk mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Dalung dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Namun hal ini 
produktivitasnya masih sangat rendah oleh karena itu, penting kiranya dilakukan 
perbaikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Dalung demi terciptanya kinerja yang 
efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa. 
b. Kualitas Layanan.  
Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan 
organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai 
kinerja pegawai yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayan 
Publik. Hal ini seperti yang terjadi di Pemerintah Desa Dalung. Berkualitas 
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tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di 
pemerintahan Desa Dalung. Dengan demikian keputusan masyarakat terkait 
masalah kualitas layanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas 
layanan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Dalung ini dapat dijadikan salah satu 
indikator dalam mengukur kinerja pegawai pemerintah.Maka dari itu, kualitas 
layanan harus ditingkatkan agar supaya kinerja pemerintah Desa Dalung ini 
menjadi baik sebab baik dan tidaknya kinerja ini bergantung pada kualitas layanan 
yang dimiliki pemerintah desa itu sendiri. Dengan demikian sumber daya manusia 
yang relatif rendah ini akan mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah Desa 
Dalung. Oleh karena itu, sumberdaya manusia yang baik ini akan mendukung 
terhadap kinerja serta kualitas layanan yang akan baik pula bagi pemerintah Desa 
Dalung. Maka tak heran kemudian ketika kualitas pelayanan ini adalah hal yang 
sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi pemerintah yang 
merupakan fokus dari penelitian tersebut. Dari pernyataan telah menggambarkan 
kinerja di Pemerintah Desa Dalung masih kurang baik. 
c. Responsivitas.  
Responsivitas adalah kemampuan pegawai pemerintah Desa Dalung untuk 
mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kemampuan untuk 
menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program - program 
pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. 
Secara singkat responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan 
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Responsivitas 
yang rendah ditunjukkan dengan ketidak keselarasan antara pelayanan dan 
kebutuhan publik.Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap 
masyarakat. Sehingga kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat 
berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah desa  
d. Responsibilitas.  
Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang 
sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip 
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organisasi administrasi yang benar atau sesui dengan kebijakan yang telah diambil 
oleh organisasi pemerintahan. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah 
satu faktor yang sangat penting dalam menilai kinerja pegawai di pemerintahan 
desa. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa yang baik yang sudah 
berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan 
responsibilitas yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. 
Sebab responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam 
mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa Dalung dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Reponsibilitas yang baik tentunya ini akan 
membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya.  
e. Akuntabilitas.  
Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik 
tunduk pada para aparat desa yang dipilih rakyat, asumsinya adalah Kepala Desa 
dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan 
rakyat dan akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 
berapa besar tingkat kesusuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-
nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa 
stakeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat 
penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab 
akuntabilitas ini juga termasuk didalamnya tanggung jawab. Sehingga kinerja 
pemerintah Desa Dalung ini menjadi baik dan ini tergantung pula pada 
akuntabilitas yang dimiliki. Oleh karena itu akuntabilitas pimpinan dalam sebuah 
organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan sebab akuntabilitas ini juga di 
dalamnya masalah kepatuhan pegawai terhadap atasan dan akuntabilitas ini pula 
menyangkut masalah tanggung jawab sehingga faktor akuntabilitas ini menjadi 
salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja pemerintah Desa dalam 
pengelolaan alokasi dana desa.  
3.2 Penggunaan Dana Desa Dalung Aspek Keuangan 
    Pengelolaan dana desa di Desa Dalung digunakan untuk pembangunan 
fisik dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan Pengelolaan dana desa di 
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berdasarkan pada musyawarah BPD, keputusan Kepala Desa dan Bendahara 
Daerah. Berdasarkan rapat tersebut lalu disortir apa saja yang menjadi kebutuhan 
primer dari masyarakat. Dengan adanya dana desa sangat meringankan beban 
masyarakat untuk melakukan pembangunan jalan, talut ataupun gorong-gorong 
karena rakyat tidak perlu mengeluarkan uang untuk pembangunan desa.  
Masyarakat hanya perlu bekerja sama dalam pembangunan karena jika diambil 
pekerja dari luar semua uangnya akan membengkak banyak dan pembangunan 
akan berkurang. Pengelolaan dana desa di Desa Dalung sudah cukup baik. Semua 
digunakan untuk pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat yang bisa 
dinikmati langsung oleh rakyat, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. 
Selain itu juga dalam pembangunan rakyat tidak dipungut biaya untuk 
pembangunan yang ada di desa. Namun dalam penelitian ini juga dalam 
pelaksanaan pengelolaan dana desa yang kurang transparan, karena ada beberapa 
di Desa Dalung dalam membuat program tidak dimusyawarahkan antara Kepala 
desa, Bendahara dan Ketua BPD, dilihat dari pertanggungjawaban hasil fisik yang 
tidak sesuai berupa pembangunan jalan desa yang tidak direncanakan sebelumnya.  
Penggunaan dana desa di Desa Dalung dapat tersampaikan untuk rakyat 
dengan baik, tapi dalam pembangunan tidak lepas dari kendala. Kendala-kendala 
tersebut antara lain masyarakat yang kurang peduli terhadap pembangunan di 
daerahnya, tidak adanya rasa toleransi dan kerja sama. Rakyat yang ikut kerja 
sama dalam pembangunan hanya sebagian dan gotong royong dilaksanakan ketika 
mereka berangkat kerja jadi kurangnya tenaga untuk melaksanakan kegiatan 
akhirnya perangkat desa mencari pekerja dari luar untuk menyelesaikan 
pembangunan dengan tepat waktu, dan perangkat desa yang belum 
memaksimalkan pertanggungjawabannya. Solusi yang diberikan perangkat desa 
terhadap kendala yang telah dipaparkan di atas yaitu, dengan memberikan rapat di 
tiap dusun mengenai kepedulian terhadap pembangunan. Kendala dalam 
Pengelolaan dana juga belum maksimalnya perangkat desa dalam 
pertanggungjawaban, kurangnya rasa ikut melakukan gotongroyong dalam 
pembangunan jalan. Kurang maksimalnya pengelolaan dana desa yang 
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dipengaruhi beberapa faktor kendala yaitu minimnya kualitas sumber daya 
manusia aparat desa dalam beberapa hal terbatasnya pembuatan laporan 
pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukannya di wilayahnya, 
adanya koordinasi yang kurang baik terhadap instansi terkait sehingga 
menghambat proses pelaksanaan program dalam pengelolaan dana desa. 
3.3 Penggunaan Dana Desa Dalung Aspek Pemasaran 
Perencanaan yang dilakukan pada Desa Dalung dimulai dari penentuan 
rencana pelayanan yang prima dalam segala hal, peningkatan keterampilan dan 
kreatifitas dalam bekerja, peningkatan kepekaan dan inovatif dalam setiap adanya 
pembaharuan bidang pendidikan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pendidikan. Perencanaan tersebut dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat 
Desa Dalung. Masalah yang sering dihadapi dalam melakukan perencanaan ini 
adalah pada bagian peningkatan kepekaan dan inovatif dalam setiap adanya 
pembaharuan bidang UMKM selain itu tidak ada masalah, hanya pada capaian 
target yang belum sesuai dengan harapan.  
Pengorganisasian yang dilakukan pada Desa Dalung dilaksanakan dengan 
melakukan pembagian tugas pada masing-masing bagian unit pelaksana 
diantaranya tenaga fungsional yang terdiri dari pelatih kerajinan tangan dan 
penilik serta tenaga administrasi. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh tenaga 
fungsional meliputi pemberdayaan masyarakat desa, sarana dan prasarana, serta 
teknis edukatif. Untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas dari tenaga fungsional 
dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya yang dilakukan 




Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan dana desa ditinjau dari perspektif 
manajemen sumber daya manusia, pemasaran dan keuangan pada  Desa Dalung 
tahun 2019 cukup efektif. 
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4.2 Saran 
Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran informasi 
dan pemahaman mengenai program-program pembangunan yang akan dilakukan, 
sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak terlibat dalam pelaksanan 
program-program pemerintah desa, serta ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dan 
pemanfaatan dana desa sesuai dengan ketentuan. Para pelaksana dana desa 
diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya 
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